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Pengisian jabatan secara terbuka (publik menyebutnya sebagai lelang jabatan) kini sedang trend dan dianggap sebagai satu bentuk reformasi birokrasi khususnya dalam mekanisme rekrutmen pejabat publik. Di Jakarta misalnya, mulai pemilihan lurah, camat, kepala dinas, hingga sekda sudah menggunakan pola ini. Di beberapa daerah lainnya sistem ini bahkan sampai dipakai untuk memilih kepala sekolah. Dan Juni 2016 nanti, pasca pelantikan kepala daerah hasil Pemilukada serentak 2015, sangat mungkin pola ini akan menjadi prioritas kerja sebagai ‘pembuktian awal’ tentang komitmen mereka untuk ‘berubah’. Caranya, dengan memilih ‘pembantu’ yang dianggap mampu mendukung ketercapaian janji politik serta kewajiban fungsi pelayanan publik yang diemban pejabat politik.

Hari ini, seleksi terbuka (lelang jabatan) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama/ Sekda Mesuji sedang berlangsung. Di Lampung, lelang jabatan jabatan Sekda di Mesuji ini adalah kali ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu dan Tulang Bawang Barat (maaf jika salah). Dari sisi regulasi, pelaksanaan lelang jabatan (salah satunya Sekda) merupakan implementasi dari Permenpan & RB No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Permenpan ini adalah ‘solusi’ sementara atas belum keluarnya Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya ketentuan pasal 74.

Secara teori, semangat dari UU 5 Tahun 2014 ini adalah sistem merit dengan harapan akan terjadi perubahan reformasi birokrasi secara mind set dan culture set, sehingga mampu meningkatkan kinerja ASN menjadi kompeten dan profesional. Inilah substansi dari konsep new public management yang sebenarnya sudah sejak lama dikenalkan dan dipraktikkan di negara-negara barat (dengan istilah yang berbeda-beda) maupun di organisasi bisnis. Joan E. Rynes (1997) menyatakan bahwa pegawai negeri/civil service merupakan aset bagi organisasi publik/negara yang merupakan organisasi non profit bercirikan pada jenis pelayanan yang mengandalkan profesionalisme dan kompetensi sehingga dibutuhkan rekrutmen melalui sistem merit.

Sistem merit (Jiwo Wungu dan Hartarto, 2003) adalah upaya pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada prestasi (merit) yakni seluruh perilaku kerja pegawai dalam wujudnya ‘baik atau buruk’, hal mana itu akan berpengaruh langsung pada naik turunnya penghasilan dan/atau karir jabatan pegawai. Dalam kamus Inggris merit adalah a good quality which is deserve to be praised (hal-hal baik yang patut dihargai) dan dalam keseharian dikenal istilah prestasi. Karena itu, lelang jabatan sebagai wujud sistem merit dianggap sebagai sebuah upaya mendapatkan pejabat/pegawai yang paling berprestasi dan memenuhi kualifikasi.

Sistem merit memiliki dua konsekuensi yakni, pertama, bahwa semua semua jabatan harus memiliki standar kompetensi dan seluruh pejabat harus memahami seluruh target kerjanya. Standar kompetensi ini adalah kecakapan terkait dengan jabatan yang diperebutkan dalam lelang jabatan. Kedua, bahwa calon pemangku jabatan diharapkan paham mengenai garis besar tugas kerja yang akan diembannnya. 

Sekedar mereview, awal desember 2015, ketika Dirjen Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri dari jabatannya kita tentu heran dan (mungkin) salut. Ia mundur karena merasa --bukan dianggap-- gagal mencapai proyeksi penerimaan pajak negara karena sampai akhir 2015 hanya sebesar 85-87% dari target total 1.294 triliun rupiah yang dapat diperkirakan dapat terpenuhi. Padahal, ia terpilih sebagai Dirjen Pajak dalam seleksi (lelang terbuka) pada Februari 2015 lalu. 
Sesungguhnya, apakah ia perlu mundur ketika tak ada regulasi yang mengharuskannya mundur akibat ketidakmampuannya mencapai target kinerja itu?. Tapi semua orang lantas mafhum, bahwa kejelasan target kinerja (secara kuantitatif) menjadi pembeda dalam kasus ini, sehingga mundur adalah pilihan keteladanan (atau mungkin keterpaksaan).
Bagi saya, proses yang berlangsung dalam lelang jabatan sekda di Pringsewu dan Tubaba beberapa waktu lalu adalah contoh untuk menemukenali bagaimana bentuk yang ideal atau sesuai dengan sistem merit dalam lelang jabatan itu diterapkan. Dalam konteks reformasi birokrasi, saya memberikan apresiasi dan harapan yang tinggi atas sistem ini. Meski demikian, dalam lemahnya perspektif saya, sistem lelang jabatan ini masih menyisakan catatan --minimal pada tiga hal--: konsistensi transparansi, peluang kolusi, dan subyektifitas target kinerja. Niatnya, dalam rangka perbaikan ke depannya.

Memang, tahapan atau prosedur sebagaimana diatur dalam Permenpan 13/2014 sudah dijalankan. Namun temuannya, batas waktu seberapa lama proses seleksi dilaksanakan belum tersampaikan dengan jadual yang pasti dan jelas dari tahap awal hingga tahap akhir. Kejelasan informasi jadual yang disampaikan di media belum didukung dengan kejelasan informasi substansi mengapa si ‘A’ lolos dan si ‘B’ tak lolos. 
Transparansi jadual dan prosedural (yang telah dilakukan) belum didukung oleh transparansi substansial. Waktu seleksi cenderung lambat dan lama serta adanya penundaan hasil seleksi dan wawancara sehingga masih mengundang praduga publik bahwa ada ‘permainan’ dalam menyusun nominasi kandidat oleh tim seleksi. 

Yang paling ditunggu, ketika publik ingin mengetahui siapa calon yang oleh panitia seleksi ‘dimenangkan’, justru adalah jawaban bahwa pansel hanya berwenang mengajukan 3 nominasi ranking teratas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (dalam hal ini bupati). Seharusnya, secara otomatis rangking terataslah yang berhak menduduki jabatan yang diperebutkan; tapi siapa itu rangking teratas? tak pernah menemui jawaban. Keraguan publik kembali muncul karena ternyata bupati pada akhirnya tetap punya kuasa untuk menentukannya. 

Apakah Pansel salah? Tentu tidak, karena memang itulah batas wewenangnya sesuai Permenpan. Sekali lagi, sistem merit melalui lelang terbuka-pun (saat ini) belum mampu memenuhi ekspektasi ideal yang diharapkan. Ini masalah pertama dan kedua; konsistensi transparansi dan peluang kolusi. 

Masalah ketiga, tentang subyektifitas target kinerja karena metode pengukuran prestasi kerja bagi pemangku jabatan tidak terukur secara jelas. Bagaimana menilai bahwa sebuah posisi jabatan dikatakan berhasil atau tidak berhasil?. Untuk Sekda (misalnya) pasti indikatornya adalah sejauh mana tugas dan fungsi sekretariat daerah (yang diatur dalam Perbup) dapat dijalankan. Ini karena tugas dan fungsi sekretariat daerah adalah fungsi administratif bukan fungsi politis. 
Namun, adalah benar bahwa jabatan Sekda adalah jabatan administratif, namun yang tak boleh dilupakan adalah bahwa ia memiliki tanggung jawab politis dalam hal mendukung kepala daerah menjalankan fungsi utama pemerintahan: membangun kebijakan publik yang baik serta melayani publik secara baik. Indikator untuk menilai kinerja kedua fungsi ini adalah sangat subyektif (berbeda dengan indikator Dirjen Pajak dalam kasus di atas).

Berbagai masalah di atas muncul bisa jadi karena sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan undang undang ASN (bab pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi sebagaimana diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 73) yang telah berhasil disahkan. Karena itu, tanggung jawab kita kemudian adalah meyakinkan bahwa sistem merit dengan menjalankan lelang jabatan dapat benar-benar dijalankan secara transparan; prosedur dan substansinya dalam PP yang akan dikeluarkan. Juga, menurunkan standar kompetensi yang sebenarnya subyektif  ke dalam standar yang terukur untuk menilai kinerja secara obyektif secara jelas dalam aturan yang tegas. 

Jika itu dilakukan, mala seideal apapun proses seleksinya jika yang bersangkutan merasa bahwa ia gagal memenuhi ekspektasi, maka mundur adalah bagian dari pilihan. Sebaliknya, jika itu tidak dilakukan, maka lelang jabatan hanya sekedar merubah ‘cara’ bukan merubah makna dan kinerja. Dan lagi-lagi, jabatan adalah ‘komoditas’ yang lantas hasil akhirnya bisa diprediksi. 
